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PENETAPAN
Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Tgr
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jamaludin Bin Apud, tempat dan tanggal lahir Tasik Malaya, 04 Januari
1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Jalan Etam, Gg. Sejahtera, Rt. 10, Keluarahan Jahab,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
sebagai Pemohon |

Rosati Ningsih Binti P. Marsik, tempat dan tanggal lahir Jember, 21
September 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Jalan Etam, Gg. Sejahtera, Rt. 10,
Keluarahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai Kartanegara sebagai Pemohon lI;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2021
telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan nomor
169/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 05 April 2021, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il hendak menikahkan anak kandung

Pemohon | dan Pemohon I, yaitu:

Nur Patimah binti jamaludin Umur 17 Tahun 4 bulan/ Kutai Kartanegara, 02
Desember 2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja,
Bertempat tinggal di Jalan Etam, Gg. Sejahtera, RT. 10, Keluarahan Jahab,

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
dengan calon suaminya :

Dwi Ibnul Qoyyim Al Jauziah bin Torimin, Umur 22 Tahun / Jember, 26 Mei
1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Bengkel,
Bertempat tinggal di Jalan Etam, Gg. Sejahtera, RT. 10, Keluarahan Jahab,

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong

Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon | dan

Pemohon Il belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana
pernikahan dari anak Pemohon | dan Pemohon Il berdasarkan surat
penolakan Nomor: B-295/Kua.16.02.04/PW.01/4/2021 Tanggal 01 April
2021;

5. Bahwa anak Pemohon | dan Pemohon Il baru bisa menikah dengan calon

suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon | dan Pemohon Il tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin
hubungan kasih selama 3 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/
negatif yang tidak diinginkan;
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7. Bahwa pernikahan anak Pemohon | dan Pemohon Il dengan calon

Suami/lstrinya merupakan kehendak mereka berdua;

8. Bahwa antara anak Pemohon | dan Pemohon Il saat ini Perawan
sedangkan calon suaminya berstatus Perjaka, tidak ada larangan untuk
menikah baik menurut ketentuan syarid€™at Islam maupun peraturan

perundang-undangan lainnya;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon | dan Pemohon Il telah bekerja sebagai
Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 3.000.000-
(tiga juta rupiah);

10. Bahwa keluarga Pemohon | dan Pemohon Il dan orang tua calon suami
anak Pemohon | dan Pemohon Il telah merestui rencana pernikahan
tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas

berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Tenggarong, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemaohon | dan Pemohon II;

2, Memberi dispensasi kepada anak Pemohon | dan Pemohon Il
yang bernama Nur Patimah binti jamaludin untuk menikah dengan

seorang laki-laki bernama Dwi Ibnul Qoyyim Al Jauziah bin Torimin;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon | dan Pemohon

Il sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah datang menghadap sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat

terkait permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut

permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,

maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tetang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:
169/Pdt.P/2021/PA.Tgr;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 420000 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal. 14 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi,
S.Ag, S.H, M.H, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

oleh Siti Azizah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;;
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Hakim,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP Rp. 50.000,00

2. Proses Rp.
50.000,00

3. Panggilan Rp. 300.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5

Meterai Rp.
10.000,00
Jumlah Rp

420.000,00
( empat ratus dua puluh ribu rupiah )
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